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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 merupakan
bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan daerah yang
bersifat jangka pendek. Dokumen ini disusun setahun sekali untuk
menjabarkan arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah
se-suai dengan prioritas pembangunan nasional, provinsi, dan
kabupaten. Renja menjadi pedoman utama bagi perangkat daerah,
termasuk Badan Pendapatan Daerah, dalam menjalankan tugas pokok
dan fungsi secara terarah, terukur, serta mendukung pencapaian visi
dan misi Kepala Daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memiliki tanggung jawab
strategis dalam pengelolaan pendapatan daerah sebagai sumber
pembiayaan pembangunan. Renja ini dirancang untuk memper-kuat
peran Bapenda dalam mengelola pendapatan secara efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel. Pengelolaan pendapatan daerah bukan
hanya menyangkut pencapaian target fiskal, tetapi juga memastikan
keberlanjutan pembangunan daerah dalam jangka pendek melalui
penguatan kapasitas fiskal yang sehat dan mandiri.

Secara konseptual, Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan jangka pendek yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas yang
dijalan-kan selama lima tahun. Bagi Bapenda, dokumen ini tidak hanya
bersifat administratif, tetapi juga strategis karena menyangkut upaya
menjamin ke-sinambungan pembiayaan pembangunan melalui
optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer, dan sumber-

sumber pendapatan sah lain-nya. Oleh karena itu, penyusunan Renja
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ini menuntut analisis yang tajam, responsif terhadap dinamika, dan
berbasis data yang valid.

Penyusunan Renja ini juga merupakan amanat dari berbagai per-
aturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah. Amanat tersebut diperkuat
dengan terbitnya Instruk-si Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
Instruksi ini menegaskan bahwa seluruh pe-rangkat daerah wajib
menyusun Renja yang sinergis dengan dokumen Renstra dan RPJMD
dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional.

Instruksi Menteri Dalam Negeri tersebut juga mengarahkan agar
penyusunan Renja didasarkan pada prinsip partisipatif, akuntabel,
terukur, serta berorientasi pada hasil. Artinya, Bapenda tidak hanya
dituntut menyu-sun rencana yang administratif, tetapi juga mampu
menunjukkan capaian kinerja nyata dalam upaya meningkatkan
penerimaan daerah. Renja harus menjawab tantangan-tantangan aktual
seperti digitalisasi layanan perpajakan, perluasan basis pajak dan
retribusi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta kolaborasi dengan
instansi vertikal dan pemangku kepentingan lainnya.

Kondisi fiskal daerah yang dinamis dan penuh ketidakpastian juga
menjadi salah satu alasan penting disusunnya Renja ini.
Ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat, fluktuasi harga
komoditas, serta poten-si PAD yang belum tergarap optimal menjadi latar
belakang perlunya strategi baru yang lebih adaptif dan inovatif. Di sisi
lain, implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerin-tah Pusat dan Pemerintahan
Daerah turut membawa perubahan mendasar dalam struktur dan
mekanisme pengelolaan keuangan daerah, yang harus direspon secara

tepat oleh Bapenda.




Di tengah dinamika tersebut, Bapenda Kabupaten Kutai Timur
perlu mengambil langkah-langkah teknis melalui penyusunan Renja
yang berbasis data dan analisis fiskal yang tajam. Optimalisasi
penerimaan daerah harus dilakukan melalui inovasi kebijakan
pemungutan, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi layanan, serta
kerja sama antar pihak. Dengan arah kebijakan yang tepat, Bapenda
dapat mendorong peningkatan pendapatan yang signifikan dan
mendukung kemandirian fiskal daerah secara bertahap.

Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2026 mempunyai fungsi yang
penting yaitu sebagai berikut:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial
penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD sesuai
arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD

2. Renja SKPD merupakan acuan bagi SKPD untuk memasukan
program dan kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program
kegiatan yang akan dilaksanakan/dituangkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) tahun 2026; dan

3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan SKPD untuk
mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam
Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari Kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah pada tahun 2026.

Akhirnya, Renja ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen pe-
rencanaan semata, melainkan sebagai kompas strategis dan panduan
teknis bagi Badan Pendapatan Daerah dalam satu tahun ke depan.
Dokumen ini akan menjadi alat bantu penting dalam menyusun
Rencana kegiatan, merancang anggaran, serta mengukur kinerja melalui
indikator yang terukur dan dapat dievaluasi secara periodik. Dengan
adanya Renja yang solid dan berorien-tasi hasil, Badan Pendapatan

Daerah dapat mengambil peran aktif dalam mewujudkan tata kelola
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pendapatan daerah yang lebih baik, responsif, dan berdampak langsung

bagi pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai

Ti-mur Tahun 2026 mengacu pada berbagai dasar hukum yang menjadi

landasan yuridis dan normatif, diantaranya:

L.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Pemerintah
Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas
pembantuan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangu-nan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah;



10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan
Provinsi sebagai Dae-rah Otonom.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Uru-san Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi, dan Pe-merintah Kabupaten/Kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Eva-luasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedo-man Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat
Daerah

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Rencana Kerja

Badan Pendapatan Daerah Tahun 2026 disusun dengan maksud

untuk memberikan landasan teknis dalam rangka pencapaian
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Visi, Misi dan Program Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
kutai Timur, sebagai acuan/dasar bagi perencanaan dan
pembangunan tahun 2026 dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur,
mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi pelaksanaan,
perencanaan, dan program/kegiatan serta memberikan pedoman
dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2026.
b. Tujuan
Menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2026 dalam rangka mengoptimalkan
peran dan fungsi perencanaan pengelolaan pajak daerah dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat kabupaten Kutai
Timur.
Pedoman kebijakan penyusunan dan pelaksanaan APBD Tahun
2026, agar dapat terlaksana dan bermanfaat dalam rangka
meningkatkan Pendapatan daerah khususnya dari sektor pajak
daerah.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD
dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan
RKPD.
Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur
tahun 2026 disusun dengan sistematika yaitu:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU
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2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH
BAB V PENUTUP



BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja)

Dimaksudkan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan
dan kendala yang terjadi dalam pencapaian target kinerja yang telah
ditetapkan. Pelaksanaan rencana Kerja tahun lalu diharapkan dapat
menjadi perbandingan untuk rencana kerja tahun berjalan. Evaluasi
yang dilaksanakan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan pencapaian
target dan realisasi pendapatan, pelaksanaan program dan kegiatan,
hasil rencana program dan kegiatan. Pada Tahun Anggaran 2026, Badan
Pendapatan Daerah memberikan kontribusi terhadap pencapaian
penyelenggaraan pemerintahan misi kelima meningkatkan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan demokratis,
dengan arah kebijakan prioritas pembangunan daerah, yaitu
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memperhatikan aspek
efisiensi dan efektivitas pencapaian target dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan, Pengembangan inovasi layanan dari
penanganan pengaduan masyarakat. Kontribusi pencapaian kebijakan
tersebut ditandai dengan capaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) sektor pajak daerah sebesar Rp.539.015.543.024,- (122,18%) dari
target sebesar Rp 441.156.749.882-, dengan predikat kinerja Sangat
Tinggi.

Pendapatan asli daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah

Kab. Kutai Timur terdiri dari:

A. Pendapatan Pajak Daerah dengan Jumlah Anggaran sebesar Rp.
105.679.635.430,- dan terealisasi sebesar Rp. 115.543.741.226,-
(109,33%) terdiri dari 7 (tujuh) mata pajak dan 2 (dua) Opsen
sebagai berikut :

1. Pajak Hotel, realisasi pendapatan pajak hotel pada tahun 2025

sebesar Rp 3.421.960.773,00 dengan target pajak hotel




Rp.4.000.000.000,00 atau 85,54 % turun sekitar 1,73%
dibandingkan perolehan pajak tahun 2024

. Pajak Restoran, realisasi pendapatan pajak restoran pada

tahun 2025 sebesar Rp. 63.996.983.767,81 mengalami
kenaikan sebesar 13,52% jika dibandingkan dengan realisasi
pendapatan Pajak Restoran pada tahun 2024. Target pajak
restoran tahun 2024 sebesar Rp.50.000.000.000,00 dengan
realisasi Rp. 63.996.983.767,81 surplus 127,99

. Pajak Hiburan, target pajak hiburan tahun 2025 sebesar

Rp.500.000.000,00 dengan realisasi Rp.621.760.703,00 atau
124,35% realisasi ini meningkat dibanding tahun 2024 sebesar
16,78 %

. Pajak Reklame, realisasi pendapatan Pajak Reklame pada

tahun 2025 sebesar Rp 1.800.337.420,00 mengalami
penurunan sebesar 8,60 % jika dibandingkan dengan realisasi
pendapatan Pajak Reklame pada tahun 2024, raihan pajak
reklame tahun 2025 sebesar 115,47% dari target yang
ditetapkan yaitu Rp.1.559.093.507,00

. Pajak Penerangan Jalan, target pajak penerangan jalan tahun

2025 Rp.40.000.000.000,00 dengan realisasi
Rp.49.642.227.393,25 atau mencapai 124,10% dari target dan
14,38% lebih tinggi dari realisasi tahun 2024,

. Pajak Parkir, realisasi pendapatan Pajak Parkir pada tahun

2025 sebesar Rp 145.842.846,80,00 dengan target tahun 2025
sebesar Rp. 60.000.000,00 mencapai 243,07% mengalami

kenaikan sebesar 216,67% dari tahun sebelumnya.

. Pajak Air Bawah Tanah, target pajak air bawah tanah 2025

Rp.284.008.106,00 dengan realisasi mencapai
Rp.443.629.879,95 atau 156,20% dari target dan turun
sebesar 219.53% dari tahun 2024

. Pajak Sarang Burung Walet, target pajak sarang burung wallet

tahun 2025 sebesar Rp.100.000.000,00 dengan realisasi
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Rp.71.255.000,00 atau sekitar 71,25 % dari target dan lebih
kecil 30,92 % dari tahun sebelumnya

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, realisasi pendapatan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2025
sebesar Rp 40.427.330.444,25 mencapai 168,44% dari target
pajak MBLB tahun 2025 yang ditetapkan sebesar Rp.
24.000.000.000,00

10. Pajak Bumi dan Bangunan Desa/ Kota (PBB P2), target
penerimaan pajak bumi dan bangunan untuk tahun 2025
sebesar Rp10.000.000.000,00 dan realisasi penerimaannya
untuk tahun 2025 sebesar Rp.18.980.837.166,00 atau
sekitar 189,80%,

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, realisasi
pendapatan BPHTB tahun 2025 Rp.10.511.740.477,00
dengan target tahun 2025 sebesar Rp.43.158.200.000,00
atau tercapai sebesar 24,35%, menurun sebesar 87,20%
dibanding tahun sebelumnya.

12. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), target Opsen Pajak
Kendaraan  BErmotor tahun 2025 sebesar  Rp.
50.799.754.601,00 dengan realisasi Rp.39.282.163.416,00
atau mencapai 77,32 % opsen PKB ini merupakan pajak baru
yang dipungut mulai tahun

13. Opsen Bea Balik Kandaraan Bermotor (BBNKB), target Opsen
BBNKB tahun 2025 sebesar Rp.59.420.790.000,00 dengan
realisasi Rp. 71.736.969.144,00 tercapai sebesar 120,72%
sama halnya dengan Opsen PKB, Opsen BBNKB merupakan
pajak yang baru dipungut tahun 2025

B. Retribusi daerah dengan jumlah anggaran Rp 124.927.854.000,-
dan terealisasi sebesar Rp 124.748.149.513,- (99,86%);

C. Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dengan
jumlah anggaran Rp 7.527.260.223,- dan terealisasi sebesar Rp
7.527.260.223,- (100,00%);

2026
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D. Lain-lain PAD yang sah dengan jumlah anggaran Rp
24.819.789.445,- dan terealisasi sebesar Rp 105.657.276.957,-
(425,70%);

Badan Pendapatan Daerah mengelola 2 (Dua) Program yaitu
program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Program
Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
A. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah, target tahun 2025
sebesar Rp. 391.356.600,- terrealisasi Rp.319.958.650,- atau
81,76%

2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan
Kebijakan Pajak Daerah. Target Rp.262.018.000,- realisasinya
Rp.212.194.347,-

3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah,
target Rp.1.443.135.000,- realisasinya Rp. 1.264.830.950,-
atau 87,64%

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah,
target 2025 Rp. 2.762.680.840,- terrealisasi
Rp.1.949.963.960,- atau 70,58%

5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, target
Rp.601.701.000,- realisasi Rp. 325.863.536,- atau 54,16%

6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak
Daerah, target Rp.1.500.295.000,- realisasinya
Rp.1.380.317.000,- atau 92%

7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), target Rp.555.940.000 realisasinya
Rp.555.016.711 atau 99,83%

8. Penetapan Wajib Pajak Daerah, target Rp. 219.679.000,-
realisasi Rp. 135.398.303,- atau 61,63%

2026
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9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah target Rp.
435.592.000,- realisasinya Rp. 228.225.995,- atau 52,39%

| 10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, target

| Rp.362.977.000,- realisasainya Rp.293.248.786,- atau
80,79%

11. Penagihan Pajak  Daerah, target Rp.691.697.000,-
realisasinya Rp.616.397.831 atau 89,11%

12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, target
Rp.335.948.400,- realisasinya Rp.259.568.778,- atau 77,26%

13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah,
target Rp. 513.975.000,- realisasinya Rp. 303.472.801,- atau
59,04%

14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah,
target Rp.365.973.600,- realisasinya Rp. 286.223.458,- atau
78,21%

B. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah, pagu anggaran Rp.861.037.004,-
realisasi Rp.379.023.633,- atau 47,35%

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pagu anggaran
Rp.41.248.234.373,- realisasi Rp. 34.212.807.589,- atau
82,94%

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah
Pagu Rp. 6.520.000,- realisasi Rp.0

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pagu
anggaran Rp. 294.764.640,- ralisasinya Rp. 208.258.200,-
atau 70,65%

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah Pagu anggaran
Rp.2.141.903.400,- relisasi Rp. 1.848.017.572,- atau

‘ 86,28%
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Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah, Pagu anggaran Rp. 1.690.480.472,-
realisasi Rp.1.575.214.798,- tau 93,18%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah,
pagu anggaran Rp. 7.607.636.192,- realisasi
Rp.6.846.813.583,- atau 90%

. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, Pagu anggaran Rp. 1.194.738.880,-
Realisasi Rp. 1.057.323.70,- atau 88,50%

2026
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur
pada tahun 2025 dapat dilihat dari realisasi pelaksanaan program dan
kegiatan yang didukung oleh penyerapan anggaran. Berdasarkan data
realisasi belanja per 31 Desember 2025, total pagu anggaran sebesar
Rp65.488.283.401 dengan realisasi sebesar Rp54.258.140.181 atau
82,85%, sehingga masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp11.230.143.220.
Tingkat realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar program
dan kegiatan telah dilaksanakan dengan cukup baik, meskipun masih
terdapat beberapa kegiatan yang belum terealisasi secara optimal.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, tingkat realisasi anggaran mencapai 83,80%, yang
menunjukkan bahwa kegiatan administrasi perkantoran, pengelolaan
keuangan, penyediaan jasa penunjang, serta pemeliharaan sarana dan
prasarana telah berjalan dengan cukup efektif dalam mendukung
operasional organisasi. Beberapa kegiatan bahkan menunjukkan realisasi
yang sangat tinggi, seperti pemeliharaan gedung kantor sebesar 100% dan
penilaian PBB-P2 dan BPHTB sebesar 99,83%, yang mencerminkan
pelaksanaan kegiatan yang optimal.

Pada Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, realisasi anggaran
mencapai 77,86%. Beberapa kegiatan yang mendukung optimalisasi
pendapatan daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik, seperti
pengolahan dan pemeliharaan basis data pajak daerah (92,00%), penagihan
pajak daerah (89,11%), serta penyuluhan kebijakan pajak daerah (87,64%).
Hal ini menunjukkan adanya upaya yang cukup aktif dalam meningkatkan
pelayanan perpajakan dan pengelolaan data pajak daerah.

Meskipun demikian, masih terdapat kegiatan dengan realisasi yang relatif
rendah, seperti pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah (54,16%),
pelayanan dan konsultasi pajak daerah (52,39%), serta pengendalian dan
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pengawasan pajak daerah (59,04%). Kondisi tersebut menunjukkan
perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang berkaitan
langsung dengan perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan wajib
pajak.

Secara umum, kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kutai Timur pada tahun 2025 dapat dikategorikan cukup baik, karena
sebagian besar program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan tingkat
realisasi anggaran di atas 80%. Namun demikian, untuk meningkatkan
kualitas pelayanan dan optimalisasi pendapatan daerah, diperlukan
peningkatan perencanaan kegiatan, penguatan pengawasan pelaksanaan
program, serta optimalisasi kegiatan yang berkaitan langsung dengan

pelayanan perpajakan dan pendataan objek pajak.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah
Dalam era otonomi daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih
mampu menggali sumber-sumber penerimaan Daerah khususnya untuk
memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di
daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber
penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam
koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak
daerah oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai lembaga teknis penghasil
PAD dalam bidang pajak daerah.
Dalam menjalankan fungsinya tersebut, Badan Pendapatan Daerah
dihadapkan pada beberapa permasalahan,yaitu :
1. Masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan
kewajiban untuk membayar pajak.
2. Sarana Pelayanan Pajak pada kantor Badan Pendapatan Daerah
masih perlu dilakukan pembenahan dengan tempat yang lebih luas
dan fasilitas pelayanan publik yang lengkap.
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3. Masih kurang optimalnya sistem yang mendorong akuntabilitas
dan transparansi pajak, dalam hal ini dikaitkan dengan
manajemen sistem informasi pelayanan perpajakan Kkhususnya
pelayanan perpajakan yang berbasis Informasi dan Teknologi (IT).
4. Tantangan dalam hal profesionalisme dan integritas SDM Pelayan
Pajak (Aparatur) dalam pelayanan perpajakan.
5. Belum adanya kajian potensi penerimaan pajak daerah dengan
Analisa Potensi Penerimaan Pajak Daerah dalam Upaya
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan yang
dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah, terdapat faktor-faktor
penghambat sebagai tantangan dan pendorong sebagai peluang atas
pelayanan yang diberikan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi
dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Berikut faktor
penghambat dan faktor pendorong yang dimiliki oleh Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kutai Timur

Faktor Penghambat:

1. Belum tersedia SDM yang terlatih, khususnya dalam
bidang audit pajak dan audit pajak berbasis Teknologi;

2. Masih kurangnya revisi regulasi yang sesuai dengan
peraturan, perundangundangan disesuaikan kondisi yang
ada/terkini;

3. Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah tentang
Pajak Daerah belum tersosialisasikan kepada seluruh
pihak yang berkepentingan, sehingga banyak wajib pajak
yang belum memahami hak dan kewajibannya;

4. Pengelolaan piutang pajak belum optimal
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5. Anggaran yang dikelola Bidang Pendapatan belum dapat
mendongkrak hasil pendapatan asli daerah secara
optimal;

Sedangkan faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja guna
tercapainya tujuan dan sasaran sehingga dapat teratasi segala
permasalahanpermasalahan yang ada,yaitu:

Faktor Pendorong

1. Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur sebagai
pemungut Pajak Daerah serta koordinator penerimaan
pendapatan daerah

2. Adanya komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai dengan
jumlah petugas pelayan pajak yang memadai sehingga
tercipta hubungan kerja yang baik, dalam menciptakan
suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan
motivasi kerja yang tinggi. '

3. Posisi strategis kab. Kutai Timur sebagai daerah penyangga
ibu kota Negara (IKN) memberikan pengaruh besar terhadap
laju perdagangan, jasa dan industri serta pintu gerbang
investasi di berbagai sektor.

4. Disusunnya regulasi peraturan pajak;

5. Mekanisme Kkerja yang berorientasi kepada pencapaian
kinerja dari pada pembangunan sektoral.

6. Adanya dukungan SKPD terhadap upaya peningkatan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Salah satu perangkat yang digunakan dalam menganalisa
permasalahan adalah analisa SWOT,

Kekuatan (Strength) Kelemahan (Weakness)
¢ Digitalisasi perpajakan e Pendataan belum
e Anggaran cukup memadai menyeluruh
e Terdapat regulasi perda e Sarana dan parasarana
terbatas

2026
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e Komitmen pimpinan dan ¢ Kualitas pelayanan belum

staf maksimal
Peluang (opportunity) Ancaman (Threat)

o Dukungan eksekutif dan e resistensi Masyarakat
legislative terhadap pajak

e Perkembangan PDRB yang » Kesadaran Masyarakat
positif yang masih minim

e Kemajuan sistem informasi * Resistensi Wajib pajak
perpajakan untuk  dipasangi alat

o Updating database pajak rekam pajak
secara regular dan periodik

Dari hasil analisis lingkungan yang telah dilakukan, Badan
Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur telah dapat merumuskan
faktor-faktor keberhasilan pencapaian visi dan misi organisasi.
Penentuan faktor-faktor keberhasilan dilakukan melalui 4 (empat)
strategi, yaitu :

1. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
2. Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi
ancaman. 3. Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan
peluang
4. Mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi
ancaman.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Maksud dilaksanakan telaahan terhadap rancangan awal RKPD untuk
membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program
dan  kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah
mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra SKPD dan tingkat
kinerja yang dicapai oleh SKPD, dengan arahan kepala daerah terkait
prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk
setiap SKPD berdasarkan rancangan awal RKPD. Review terhadap
rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program

dan kegiatan, indikator kinerja program /kegiatan, tolok ukur atau target
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sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk
setiap program/kegiatan untuk SKPD yang bersangkutan. Adapun telaah
terhadap rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada
Badan Pendapatan Daerah Kab. Kutai Timur sebagai berikut:
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2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Badan Pendapatan
Daerah secara langsung tidak melaksanakan telaah atau kajian atas usulan
program dan  kegiatan dari kelompok masyarakat/ perorangan,
badan/lembaga/organisasi swasta dan perusahaan daerah disebabkan tidak
terdapatnya usulan program dan kegiatan masyarakat yang masuk melalui
musrenbang mengingat tupoksi Badan Pendapatan Daerah adalah melakukan
pengelolaan dan pelayanan pajak daerah melalui perencanaan, pengembangan,
pengelolaan, pelayanan, penetapan, penagihan, dan pengawasan serta
pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah untuk memenuhi
pelaksanaan pembangunan daerah yang salah satunya diakomodir dengan
mekanisme musrenbang dengan memenuhi usulan program dan Kkegiatan

masyarakat diberbagai bidang/sektor, sehingga tabel rekapitulasi usulan

program dan kegiatan masyarakat adalah nihil.
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 mengusung tema
“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan
Inklusif’” dengan fokus pada tiga prioritas utama yaitu peningkatan
pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah juga menargetkan
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi di kawasan timur Indonesia untuk
mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah.

Di sisi fiskal, pemerintah merancang kebijakan yang tetap ekspansif
namun terarah guna menjaga stabilitas ekonomi nasional serta
mengantisipasi dampak perlambatan ekonomi global. Kebijakan ini
dilakukan melalui optimalisasi penerimaan negara, peningkatan efisiensi
belanja, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah. Pada tahun 2026 pemerintah juga tidak merencanakan pengenaan
jenis pajak baru, namun lebih menekankan pada optimalisasi penerimaan
melalui reformasi administrasi perpajakan dan peningkatan kepatuhan
pajak.

Kebijakan nasional tersebut memberikan implikasi terhadap
pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan
kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah,
terutama pajak daerah dan retribusi daerah. Upaya tersebut dapat
dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan pajak, pemanfaatan
teknologi informasi dalam sistem perpajakan daerah, serta penguatan
pengawasan dan penagihan pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib

pajak.

\ PAOYAS



34

Bagi Kabupaten Kutai Timur, kebijakan nasional tersebut
memberikan peluang yang cukup besar dalam meningkatkan penerimaan
daerah. Sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar,
khususnya di sektor pertambangan, perkebunan, dan perdagangan,
pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah berpotensi meningkatkan basis
pajak daerah seperti Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi
dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu
(PBJT). Selain itu, perkembangan investasi dan pembangunan infrastruktur
juga berpotensi meningkatkan aktivitas ekonomi yang berdampak pada
peningkatan PAD.

Dengan demikian, arah kebijakan nasional tahun 2026 memberikan
peluang bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk meningkatkan
kinerja pengelolaan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi pajak
daerah, peningkatan kualitas pelayanan perpajakan, serta penguatan sistem
pengelolaan pendapatan berbasis digital guna mendukung peningkatan

kemandirian fiskal daerah dan keberlanjutan pembangunan daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi
dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategi dan juga merupakan
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 tahunan.
Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi

harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa

mendatang.
T Indikator Indikator Program
Jran Tujuan Sasaren Sasaran Tanget Pendukung
Terwujudnya |/, Meningkatnya
peningkatan gt . Pendapatan Program
pencapaian . Jumlah
pendapatan Asli Daerah Pengelolaan
! target Pendapatan ||-
aerah Kabupaten : Pendapatan
pendapatan Ly Asli Daerah
Kabupaten daerah Kutai Timur Daerah
Kutai Timur lyang optimal
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Indikator Indikator Program
Tujuan Tujuan Sasaran Sasaran Target Pendukung
Persentase
PAD Program
terhadap a Pengelolaan
total L Pendapatan
pendapatan Daerah
daerah
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut diatas, maka diperlukan strategi
dan kebijakan yang akan ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Kab.

Kutai Timur. Strategi merupakan langkah-langkah yang ditempuh secara

incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus yang didasari oleh

pemikiran konseptual, analisis, dan komprehensif untuk memperkuat dan

memperlancar pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun strategi yang akan ditempuh dalam upaya pencapaian tujuan dan

sasaran diatas adalah sebagai berikut:

1

el S

Peningkatan pemenuhan kewajiban pajak/retribusi bagi
masyarakat dan berkurangnya tunggakan pajak daerah;
Peningkatan tertib administrasi pemungutan, pengendalian,
sistem pengawasan internal, dan pemeriksaan pendapatan
daerah;

Penggalian sumber-sumber potensi pendapatan baru;
Peningkatan akurasi data potensi penerimaan daerah;
Meningkatkan kepatuhan wajib pajak ;

Percepatan regulasi dasar pemungutan pajak/retribusi daerah;
Peningkatan kapabilitas dan profesionalisme SDM dalam
pelayanan publik;
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8. Peningkatan dan pemenuhan standar minimal sarana dan
prasarana penunjang pelayanan berbasis IT;
Sedangkan Kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan strategi
tersebut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan dan penagihan
pendapatan daerah;

2. Pemetaan potensi pendapatan daerah;

3. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang
pendapatan daerah dalam wupaya peningkatan kesadaran
masyarakat;

4. Jemput bola dan mendekatkan lokasi pelayanan kepada wajib pajak

5. Pemberian sanksi bagi wajib pajak yang melanggar/menunggak;

6. Perluasan wajib pajak melalui pengumpulan data dan penetapan
wajib pajak;

7. Perluasan obyek pajak melalui pendataan berkelanjutan;

8. Penyelesaian kasus pajak sesuai ketentuan perpajakan;

9. Menyesuaikan tarif Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundang- undangan yang berlaku;

10.Menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedure
Pelayanan Pajak Daerah,

11.Melakukan pembinaan peningkatan kompetensi SDM dalam
pelayanan publik;

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang dilaksanakan
oleh SKPD sebagai bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan sasaran strategi SKPD. Sedangkan kegiatan adalah
bagian program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada
SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program

dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang
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berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi,
dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya
tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk
barang/jasa. Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan
sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat
urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan
tugas dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Perumusan program
dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi
kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan
prioritas program dan kegiatan SKPD menurut Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD), serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan
nasional, dan kebijakan provinsi bagi kabupaten/kota. Program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kutai Timur tahun 2026.
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kab. Gowa

didasarkan pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yaitu “Transformasi

Ekonomi Melalui Pertumbuhan Ekonomi dan Industri Berbasiskan Pertanian

Perkebunan, Kehutanan, Pariwisata, Peternakan, Perikanan dan Kelautan”

melalui peningkatan Pendapatan daerah. Rencana Kerja Badan Pendapatan
Daerah Tahun 2026 terdiri dari 2 (dua) Program dan 6 (enam) Kegiatan dan 30

(tigapuluh) Sub Kegiatan, yaitu:

1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari sub kegiatan :

s

Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, dengan indikator kinerja

jumlah laporan perencanaan pengelolaan pajak daerah.

. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan

Kebijakan Pajak Daerah, dengan indikator kinerja jumlah laporan
analisa dan pengembangan pajak daerah.

. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan

indikator kinerja jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan pajak
daerah.

. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, dengan indikator

kinerja jumlah laporan hasil pendataan objek pajak daerah.

. Penetapan Wajib Pajak Daerah, dengan indikator kinerja jumlah

dokumen wajib pajak yang ditetapkan.

. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan indikator kinerja

jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah.

. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, dengan

indikator kinerja jumlah data pelaporan pajak yang diverifikasi.
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8. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah,
dengan indikator kinerja jumlah laporan pengelolaan basis data
pajak.

9. Penilaian PBB-P2 dan BPHTB, dengan indikator kinerja jumlah
laporan penilaian SPPT PBB dan BPHTB.

10.Penagihan Pajak Daerah, dengan indikator kinerja jumlah dokumen
hasil penagihan pajak daerah.

11.Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, dengan indikator kinerja
jumlah dokumen penyelesaian keberatan pajak.

12.Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan
indikator kinerja jumlah dokumen hasil pengawasan pajak daerah.

13.Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah, dengan indikator kinerja jumlah laporan pembinaan
pengelolaan pajak.

14.Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah,
dengan indikator kinerja jumlah sarana dan prasarana pengelolaan
pajak daerah.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah, dengan indikator kinerja terlaksananya perencanaan dan
evaluasi kinerja perangkat daerah.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja
terlaksananya pengelolaan keuangan perangkat daerah.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan indikator kinerja
terlaksananya administrasi umum perangkat daerah.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan
indikator kinerja tersedianya jasa penunjang operasional kantor.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja terpeliharanya

sarana dan prasarana perangkat daerah.
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BABV
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2026 merupakan bagian dari proses
perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara sistematis
dan terarah berdasarkan dokumen perencanaan yang lebih tinggi,
yaitu RPJMD Kabupaten Kutai Timur serta Renstra Bapenda Tahun
2025-2029. Renja ini memuat rencana program, kegiatan, indikator
kinerja, serta target yang akan dilaksanakan oleh Bapenda dalam
rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah,
khususnya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Renja Bapenda ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi
seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program dan
kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pendapatan daerah
secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu,
dokumen ini juga menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran (RKA) perangkat daerah serta sebagai acuan dalam
pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja Badan Pendapatan
Daerah selama tahun anggaran berjalan.

Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan Renja Bapenda sangat
bergantung pada dukungan dan sinergi berbagai pihak, baik
pemerintah daerah, instansi terkait, maupun masyarakat sebagai
wajib pajak. Oleh karena itu, diharapkan seluruh program dan
kegiatan yang telah direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal
sehingga mampu meningkatkan kinerja pengelolaan pendapatan
daerah dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan
serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kutai

Timur.
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